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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1. Pemidanaan Pendaurulang Alat Rapid Test Bekas 

Dalam masa pandemic, masyarakat serta Pemerintah telah 

melakukan  upaya penanggulangan wabah Corona Virus Disease 

(Covid-19). Penyebaran kasus positif Corona Virus Disease (Covid-19) 

di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat 

serius hingga Pmerintah indonesia dianggap masih belum mampu 

menangani permasalahan tersebut dengan baik. Berbagai kebijakan 

sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi 

penyebaran kasus positif Corona Virus Disease (Covid-19) baik berupa 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemberian Vaksinasi Covid-19 sampai 

dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang berfungsi guna mempercepat 

pemulihan perekonomian seperti bantuan subsidi token listrik, bantuan 

social langsung tunai, bantuan sembako atau bahan makanan pokok serta 

pencairan dana prakerja yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintahan 

Indonesia.1 

Sedangkan perkembangan jumlah kasus positif Corona Virus 

Disease (Covid-19) sedang meningkat terus menerus di setiap harinya 

sehingga semakin cepat pula penyebarannya sampai hampir menyeluruh 

ke berbagai wilayah di Indonesia yang mengakibatkan kesulitan untuk 

mendeteksi dini bagi masyarakat yang sudah terinfeksi Corona Virus 

 
1 Puput Mutiara, “Bansos Bantu Percepat Pemulihan Ekonomi”, 

(https://www.kemenkopmk.go.id/bansos-bantu-percepat-pemulihan-

ekonomi, diakses tanggal 11 November 2021 pukul 23.47 WIB). 

https://www.kemenkopmk.go.id/bansos-bantu-percepat-pemulihan-ekonomi
https://www.kemenkopmk.go.id/bansos-bantu-percepat-pemulihan-ekonomi
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Disease (Covid-19) khususnya Orang Tanpa Gejala atau yang biasa 

disebut OTG.2 

Kondisi Indonesia ketika mengalami wabah atau pandemic 

khususnya saat pandemic Corona Virus Disease (Covid-19)  saat ini 

masih carut matur antara kebijakan yang ditetapkan Negara dengan 

implementasinya di masyarakat. Banyak kebijakan yang belum 

disosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat 

termasuk hingga sampai pelosok dengan berbagai metode. Meskipun 

telah terdapat asas fiksi hukum, namun pemerintah memiliki kewajiban 

melakukan promosi hukum ataupun edukasi kepada masyarakat. Hal 

tersebut akan memahamkan masyarakat terkait kebijakan dan tentu 

berdampak pada kesadaran hukum.3 

Terdapat salah satu peraturan kebijakan yang telah dikeluarkan 

oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan penularan dan penyebaran 

Corona Virus Disease (Covid-19) dari satu wilayah ke wilayah lain, 

yaitu dengan menerapkan beberapa persyaratan protocol kesehtan yang 

diberlakukan secara ketat kepada masyarakat yang hendak melakukan 

bepergian khusunya jika meggunakan jenis transportasi udara. 

Persyaratan tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas 

Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) No. 7 Tahun 2021 

tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada 

 
2 Nur Rohmi Aida, “10 Gejala Kunci Terinfeksi Virus Corona, Tetap Waspada 

karena Covid-19 Belum Reda”, 

(https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/17/064000065/10-

gejala-kunci-terinfeksi-virus-corona-tetap-waspada-karena-covid-19-

belum?page=all, diakses tanggal 12 November 2021 pukul 00.23 

WIB). 
3 Wiwik Afifah, Amanda Raissa, Astria Yuli, ‘Publikasi IIdentitas Pasien Covid-

19 dalam Perspektif Hukum Pidana’, Jurnal Adalah: Buletin Hukum & 

Keadilan, Vol. 5 No. 1 (2021), 3. 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/17/064000065/10-gejala-kunci-terinfeksi-virus-corona-tetap-waspada-karena-covid-19-belum?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/17/064000065/10-gejala-kunci-terinfeksi-virus-corona-tetap-waspada-karena-covid-19-belum?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/17/064000065/10-gejala-kunci-terinfeksi-virus-corona-tetap-waspada-karena-covid-19-belum?page=all
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Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) terdapat ketentuan 

terhadap seseorang yang akan melakukan perjalanan atau hendak 

bepergian menggunakan alat transportasi udara diwajibkan atau 

diharuskan menunjukan sertifikat vaksinasi Covid-19 dan surat 

keterangan hasil negative Rapid Test Polymerase Chain Rection yang 

biasa disebut RT-PCR atau hasil negative Rapid Test Antigen yang biasa 

disebut tes cepat Covid-19.4 

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perhubungan juga sudah 

beberapa kali mengeluarkan beberapa surat edaran terbaru tentang 

perjalanan menggunakan alat transportasi udara yang mulai diberlakukan 

sejak tanggal 1 April 2021 yaitu Surat Edaran No. 26 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan 

Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-

19), dalam angka 3 huruf d menyebutkan bahwa setiap penumpang 

diwajibkan untuk memenuhi protocol kesehatan, berupa:5 

1) Wajib menunjukan surat keterangan hasil negative rapid test 

atau hasil negative swab test yang pemeriksaan sampelnya 

diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum 

keberangkatan atau hasil negative GeNose Test Covid-19 di 

Bandara dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum 

 
4 Vincentius Gitiyarko, “Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia 

Menangani Pandemi Covid-19”, 

(https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-

kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19, 

diakses tanggal 24 November 2021 pukul 00.10 WIB). 
5 Iqbal Muhtarom, “ Berlaku per 1 April, Surat Edaran Terbaru Satgas Covid-

19 Soal Aturan Perjalanan”, 

(https://travel.tempo.co/read/1447609/berlaku-per-1-april-surat-

edaran-terbaru-satgas-covid-19-soal-aturan-perjalanan, diakses 

tanggal 14 November 2021 pukul 00.26 WIB). 

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19
https://travel.tempo.co/read/1447609/berlaku-per-1-april-surat-edaran-terbaru-satgas-covid-19-soal-aturan-perjalanan
https://travel.tempo.co/read/1447609/berlaku-per-1-april-surat-edaran-terbaru-satgas-covid-19-soal-aturan-perjalanan
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pemberangkatan penerbangan ketika menuju Bandaa Udara I 

Gusti Ngurah Rai Denpasar. 

2) Wajib menunjukan surat keterangan hasil negative rapid test 

yang pemeriksaan sampelnya diambil dalam kurun waktu 

maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negative 

swab test yang pemeriksaan sampelnya diambil dalam kurun 

waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil 

negative GeNose Test Covid-19 di Bandara dalam kurun waktu 

1 x 24 jam sebelum pemberangkatan untuk penerbangan dari 

atau ke arah selain daerah Denpasar. 

 

Kemudian Penerbangan Internasional Kementerian 

Perhubungan juga mengeluarkan Surat Edaran yang telah termuat dalam 

Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 21 Tahun 

2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan 

Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-

19) pada angka 3 huruf c menyebutkan bahwa seseorang yang akan 

melakukan perjalanan internasional, baik yang berstatus Warga Negara 

Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) wajib mengikuti 

ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:6 

1) Mematuhi ketentuan protocol kesehatan yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah. 

 
6 Adhi004, “Ini Aturan Baru Penerbangan Dalam Negeri saat Pandemi”, 

(https://www.kominfo. 

go.id/content/detail/37806/ini-aturan-baru-penerbangan-dalam-

negeri-saat-pandemi/0/berita, diakses pada tanggal 25 November 2021 

pukul 22.09 WIB). 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/37806/ini-aturan-baru-penerbangan-dalam-negeri-saat-pandemi/0/berita
https://www.kominfo.go.id/content/detail/37806/ini-aturan-baru-penerbangan-dalam-negeri-saat-pandemi/0/berita
https://www.kominfo.go.id/content/detail/37806/ini-aturan-baru-penerbangan-dalam-negeri-saat-pandemi/0/berita
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2) Menunju kan surat keterangan hasil negative swab test PCR di 

Negara asal pemeriksaan sampelnya diambil dalam kurun waktu 

maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan harus 

dilampirkan pada waktu pemeriksaan kesehatan atau e-HHAC 

Internasional Indonesia; 

3) Melakukan tes ulang swab test PCR bagi seseorang yang 

melakukan perjalanan internasional pada saat kedatangan dan 

wajib menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam, dengan 

ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: 

a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu, para Pekerja 

Migran Indonesia (PMI); para Pelajar/Mahasiswa; para 

Pegawai Pemerintah yang telah kembali dari tugas 

perjalanan dinas luar negeri di Wisma Pademangan 

sesuai dengan Surat Edaran Keputusan Ketua Satuan 

Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) 

No. 9 Tahun 2021 dengan biaya yang telah ditanggungg 

oleh Pemerintah. 

b. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang diluar 

kriteria sebagaiman dimaksud pada huruf a, dan bagi 

Warga Negara Asing (WNA) termasuk para diplomat 

asing, diluar kepala perwakilan negara asing dan 

keluarga kepala perwakilan Negara asing yang 

menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang 

telah mendaatkan sertifikasi dalam penyelenggaraan 

karantina Corona Virus Disease (Covid-19) oleh 

Kementerian Kesehatan dengan biaya yang seluruhnya 

ditanggung secara mandiri. 
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Ketentuan dan persyaratan tersebut pada dasarnya sudah 

diberlakukan oleh Pemerintah mulai tahun 2020 dengan teknis 

meknisme protocol kesehatan yang semakin diperketat karna semakin 

berkembangnya kasus penyebaran atau penularan Corona Virus Disease 

(Covid-19). Pemberlakuan Rapid Test Antigen atau Rapid Test PCR 

terhadap masyarakat telah menjadi sesuatu hal yang umum untuk 

diketahui oleh setiap orng terlebih lagi khususnya kepada seseorang yang 

hendak melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi udara. 

Pemberlakuan tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan agar seseorang 

yang telah melakukan perjalanan tidak membawa atau menularkan 

Corona Virus Disease (Covid-19) ke suatu daerah yang dituju maupun 

pada saat perjalanan pulang.  

Bahkan pemerintah juga sempat memberlakukan peraturan 

khusus yang berlaku pra dan pasca hari raya idul fitri tahun 2021 menjadi 

lebih ketat dengan mengeluarkan Addendum Surat Edaran No. 13 Tahun 

2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah 

Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah yakni 

menyatakan bahwa Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen hanya 

berlaku 1 x 24 jam. Namun ketentuan ini hanya berlaku terbatas yakni 

dari tanggal 24 April – 24 Mei 2021.7 

Pengetatan aturan Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen pada 

perjalanan menggunakan pesawat udara tentunya berdampak pada 

 
7 Disdik02, “Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021”, 

(https://disdik.grobogan.go.id/layanan/ppdb/ 

2-uncategorised/130-larangan-mudik-lebaran-tahun-2021 diakses 

pada tanggal 27 November 2021 pukul 18.48 WIB). 

https://disdik.grobogan.go.id/layanan/ppdb/2-uncategorised/130-larangan-mudik-lebaran-tahun-2021
https://disdik.grobogan.go.id/layanan/ppdb/2-uncategorised/130-larangan-mudik-lebaran-tahun-2021
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tingkat penggunaan dan kebutuhan Rapid Test PCR atau Rapid Test 

Antigen yang semakin tinggi. Hal tersebut adalah konsekuensi atas waktu 

berlaku Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen yang semakin singkat. 

Sehingga setiap orang yang dulunya menggunakan pesawat udara 

dengan perjalanan pergi dan pulang hanya melakukan Rapid Test PCR 

atau Rapid Test Antigen 1 kali sebelum berangkat, karena jangka waktu 

yang berlaku adalah 14 hari, namun kini harus melakukan Rapid Test 

PCR atau Rapid Test Antigen pada saat perjalanan pergi dan melakukan 

Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen lagi pada saat perjalanan pulang 

karena peraturan masa berlaku Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen 

berubah menjadi sangat singkat.8  

Atas kondisi tersebut, idealnya pemerintah dan petugas medis 

harus siap dan sigap dalam menyediakan fasilitas kesehatan untuk 

melakukan pemeriksaan Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen bagi 

masyarakat yang akan menggunakan transportasi udara. Hal tersebut 

demi menunjang pelayanan yang cepat agar masyarakat tidak kesulitan 

dan harus mengantri dengan waktu yang lama hanya untuk melakukan 

Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen.  

Ketersedian fasilitas Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen 

yang mudah diakses serta kualitas pelayanan yang baik tentu akan sangat 

menguntungkan masyarakat, utamanya agar tidak mempersulit dan 

menyita banyak waktu hanya untuk memperoleh surat keterangan 

negative  Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen. Hal tersebut 

 
8 Nafilah Sri Sagita, “Rapid Antigen-PCR untuk Perjalanan Berlaku Berapa 

Hari? Ini Aturan Terbarunya”, (https://health.detik.com/berita-

detikhealth/d-5327704/rapid-antigen-pcr-untuk-perjalanan-berlaku-

berapa-hari-ini-aturan-terbarunya diakses pada tanggal 29 November 

2021 pukul 19.03 WIB). 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5327704/rapid-antigen-pcr-untuk-perjalanan-berlaku-berapa-hari-ini-aturan-terbarunya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5327704/rapid-antigen-pcr-untuk-perjalanan-berlaku-berapa-hari-ini-aturan-terbarunya
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5327704/rapid-antigen-pcr-untuk-perjalanan-berlaku-berapa-hari-ini-aturan-terbarunya
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didasarkan pada fakta yang terjadi pada bulan Desember 2020 yang lalu, 

yakni pada saat awal pemberlakuan Rapid Test Antigen masyarakat 

sangat kesulitan dan harus mengantri beberapa jam hanya untuk 

mengikuti tes Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen.9 Sehingga hal 

tersebut sangat menghambat aktivitas bahkan sangat merugikan 

masyarakat. 

 Kebutuhan Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen yang tinggi 

tentu tidak hanya dipandang dari aspek pelayanan kesehatan semata, 

akan tetapi juga merupakan peluang bisnis dibidang kesehatan. Biaya 

Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen yang cukup mahal menjadikan 

Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen menjadi peluang bisnis yang 

sangat menguntungkan bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan.  

Hal tersebut terlihat dari banyaknya penyedia jasa kesehatan 

yang menyediakan jasa Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen baik 

yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh rumah sakit swasta, klinik 

swasta, laboratorium kesehatan swasta, bahkan sampai maskapai 

penerbangan Lion Air juga ikut menyediakan Rapid Test PCR atau Rapid 

Test Antigen khusus untuk penumpang maskapai Lion Air, Wings Air, 

dan Batik Air yang tergabung dalam Lion Group.10 

Penyediaan fasilitas Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen 

pada dasarnya sangat menunjang bagi kemudahan dan kenyamanan 

 
9 Dewi Kania, “Antre Rapid Test Antigen, Penumpang Menumpuk di Bandara 

Soekarno-Hatta”, 

(https://travel.okezone.com/read/2020/12/21/406/2331329/antre-

rapid-test-antigen-penumpang-menumpuk-di-bandara-soekarno-hatta 

diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul 19.56 WIB). 
10 Gomgom Siregar, Lestari Victoria, Andrie Ghaivany, ‘Penggunaan Alat 

Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut), 

Jurnal Darma Agung, (2021), 2. 

https://travel.okezone.com/read/2020/12/21/406/2331329/antre-rapid-test-antigen-penumpang-menumpuk-di-bandara-soekarno-hatta
https://travel.okezone.com/read/2020/12/21/406/2331329/antre-rapid-test-antigen-penumpang-menumpuk-di-bandara-soekarno-hatta
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masyarakat, namun dari aspek lain, pemerintah harus proaktif dalam 

melakukan kontrol dan pengawasan agar masyarakat dapat memperoleh 

pelayanan terbaik. Kualitas pelayanan menjadi perhatian yang paling 

utama dalam penyediaan jasa Rapid Test PCR atau Rapid Test Antigen, 

mengingat Corona Virus Disease (Covid-19) adalah virus yang sangat 

mudah penularannya.11 

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembagunan 

kesehatan diperlukan perangkat kesehatan yang dinamis, yang 

diharapakan dapat menjangkau pekembangan yang makin kompleks 

dimasa yang akan datang. Undang-undang Kesehatan hadir sebagai dasar 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan 

kesehatan yang intinya bertujuan memberikan arah pembangunan 

kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan untuk 

meningkatkan kesehatan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 

orang sehingga terwujudnya derajad kesehatan masyarakat yang optimal 

tanpa membedakan status social. 

Undang-Undang Kesehatan tidak merinci secara jelas mengenai 

pihak-pihak yang terikat dalam hukum kesehatan, tetapi hanya 

memaparkan bahwa yang menjadi penerima pelayanan kesehatan ialah 

masyarakat sebagai pasien. Sedangkan penyelenggara pelayanan 

kesehatan ialah Pemerintah dan Non Pemerintah. Pemerintah 

bertanggungjawab atas pengaturan perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka 

 
11 Muhamad Beni Kurniawan, ‘Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan 

Pandemi Covid-19 Dintinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas 

Kesehatan’, Jurnal HAM, 12.1 (2021), 43. 



10 
 

 
 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam menyediakan 

tenaga kesehatan dan sarana tempat penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan tersebut. Sedangkan Pemerintah dan masyarakat 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan saja.  

Penyelenggara fasiltas pelayanan kesehatan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas tempat praktik 

mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah 

sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, 

fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas 

pelayanan kesehatan tradisional. Dalam kasus pemeriksaan rapid tes di 

masyarakat penyelenggaraan banyak dilakukan oleh rumah sakit, klinik 

kesehatan dan juga laboraturium kesehatan baik yang bersubdi ataupun 

non subsidi pemerintah.  

Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah 

suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

dan/atau masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat 

menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan 

masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan 

kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.  

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika 

tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pebisnis, persaingan 
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berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnis karena akan 

berdampak berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga 

rendah dari pesaing. Namun pada kenyataannya tidak demikian, 

persaingan yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pebisnis, 

pesaing itu sendiri dan bahkan para pelanggan.  

Sama halnya semakin tingginya kebutuhan rapid test tentu tidak 

bisa hanya dilihat dari aspek pelayanan kesehatan saja, akan tetapi hal 

tersebut juga menjadi peluang bisnis bagi bidang kesehatan. Biaya rapid 

test yang terbilang cukup mahal membuat penyedia jasa pelayanan 

kesehatan menjadikan rapid test menjadi peluang bisnis. Beberapa 

oknum telah memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk 

memperoleh beberapa keuntungan. Salah satu tindakan tersebut ialah 

dilakukan oleh oknum petugas medis PT. Kimia Farma Diagnostik. yang 

dengan sengaja mendaurulang alat rapid test, kemudian digunakan 

kembali kepada masyarakat yang hendak melakukan rapid test. Kasus 

tersebut terjadi di Bandara Internasional Kualanamu Kota Medan 

Sumatera Utara.12 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 

Sumatera Utara telah berhasil mengungkap kasus penggunaan alat Rapid 

Test Antigen bekas di Bandara Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara. 

Tindakan tersebut sebagai upaya karna adanya beberapa laporan dari 

calon penumpang pesawat yang mendapatkan stik swab antigen dengan 

hasil positif Corona Virus Disease (Covid-19) setelah melakukan Rapid 

 
12 Dewantoro, “Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas 

Di Bandara Kualanamu” 

(https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-

lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all, 

diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 01.15 WIB). 

https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all
https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all
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Test Antigen di Kimia Farma Diagnostik Bandara Kualanamu. Kemudian 

laporan tersebut diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan langsung diselidiki dengan 

menyamar sebagai calon penumpang pesawat dengan melakukan Rapid 

Test Antigen di tempat yang sama seperti yang dilaporkan korban. 

Setelah mendapatkan hasil rapid test positif, para polisi yang menyamar 

segera memeriksa seluruh isi ruangan laboratorium dan langsung 

mendapati ratusan alat Rapid Test Antigen bekas yang sudah didaur 

ulang.  

Dari hasil penyelidikan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, 

telah menetapkan lima orang tersangka yaitu PC, DP, SP, MR, dan RN. 

PC berperan sebagai Intellectual leader atau Business Manager PT. 

Kimia Farma Diagnostik di Jl. RA Kartini Medan yang mengkoordinasi 

dan menyuruh tindak pidana daur ulang alat Rapid Test Antigen tersebut. 

Sedangkan tersangka SP dan DP mendapat tugas dari PC untuk 

membawa alat rapid test bekas ke kantor PT. Kimia Farma Diagnostik di 

Jl. RA Kartini. Dimana alat rapid test bekas akan dicuci menggunakan 

alcohol 75%, kemudian dikeringkan dan dikemas ulang yang sangat 

mirip dengan kemasan alat Rapid Test Antigen yang asli. Setelah itu, 

kedua tersangka tersebut membawa kembali alat Rapid Test Antigen 

bekas ke tempat rapid test Kimia Farma Diagnostik di Bandara 

Kualanamu untuk digunakan kembali. 

Sedangkan tersangka MR, bertugas untuk mengetik hasil tes 

dengan keterangan non reaktif. Namun MR mengaku bahwa akan 

menulis hasil positif jika hasil rapid testnya memang menunjukan positif. 

Kemudian untuk tersangka RN mendapat tugas sebagai petugas 

administrasi, pendaftaran, menghitung uang dan membuat laporan.  
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Berdasarkan informasi, bahwa kelima oknum petugas medis 

kimia farma diagnostik tersebut telah menggunakan alat Rapid Test 

Antigen bekas selama 3 bulan sejak bulan Desember 2020 dengan 

perkiraan telah memakan korban sebanyak 9.000 orang dan 

mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1,800,000,000,00 (satu miliar 

rupiah). Sejak saat itu juga para pelaku pendaurulang hanya 

menggunakan alat Rapid Test Antigen yang baru apabila stok alat Rapid 

Test Antigen bekas sudah tidak tersedia.13 

Dalam Pasal 7 Statuta Roma yang telah diadopsi dalam Undang-

Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang 

dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang 

diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 

terdapat penduduk sipil.  

Dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh para 

oknum petugas medis kesehatan kimia farma diagnostic dalam 

penggunaan alat Rapid Test Antigen bekas yang digunakan kembali 

kepada masyarakat tidak bisa dianggap tindak criminal biasa terutama di 

tengah upaya pemerintah memutus mata rantai Corona Virus Disease 

(Covid-19) dan tindakan tersebut merupakan termasuk dalam kategori 

kejahatan kemanusiaan karena penggunaan kembali alat Rapid Test 

Antigen bekas termasuk tindakan pembunuhan massal dengan 

penyiksaan terhadap tubuh orang-orang sebagai suatu kejahatan 

 
13 Rachmawati, “Sejak 3 Bulan Terakhir Sekitar 9.000 Orang Diduga Gunakan 

Alat Rapid Test Bekas Di Bandara Kualanamu” 

(https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/124200378/sejak-3-

bulan-terakhir-sekitar-9000-orang-diduga-gunakan-alat-rapid-

test?page=all, diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 01.29 

WIB). 

https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/124200378/sejak-3-bulan-terakhir-sekitar-9000-orang-diduga-gunakan-alat-rapid-test?page=all
https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/124200378/sejak-3-bulan-terakhir-sekitar-9000-orang-diduga-gunakan-alat-rapid-test?page=all
https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/124200378/sejak-3-bulan-terakhir-sekitar-9000-orang-diduga-gunakan-alat-rapid-test?page=all
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penyerangan terhadap yang lain. Dimana tindakan para oknum tersebut 

dapat memicu penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang paling 

fatal juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.  

Sebagai Negara hukum, segala kegiatan masyarakat telah diatur 

oleh hukum sebagai batasan-batasan dalam bertindak serta menegakkan 

hak-hak setiap orang, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan 

tindak pidana. Negara telah mengatur secara tegas mengenai perbuatan 

atau tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori sebagai tindak 

pidana, salah satunya ialah tindak pidana mendaurulang alat Rapid Test 

Antigen bekas yang dapat membahayakan ribuan nyawa masyarakat di 

tengah situasi pandemic seperti sekarang ini. 

Sehingga terdapat beberapa pengaturan hukum yang telah 

dilanggar dalam tindak pidana mendaurulang alat Rapid Test Antigen 

bekas yang telah dilakukan oleh oknum petugas medis kimia farma 

diagnostik di Bandara Internasional Kualanamu, Medan. 

Dalam menerapkan suatu pasal atas kejahatan atau tindak pidana 

harus memenuhi unsur melawan hukum. Menurut Pompe, melawan 

hukum dibagi menjadi 2 yaitu, melawan hukum secara formil dan 

melawwan hukum secara materiil. Melawan hukum secara formil dapat 

diartikan telah bertentangan dengan Undang-Undang, jika perbuatan 

sudah cocok dengan rumusan delik, maka hal tersebut data dikatakan 

melawn hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum secara 

materiil diutamakan harus ada arti negative, dalam arti apabila tidak ada 

perbuatan melawan hukum materiil maka tergolong dasar pembenaran.14 

Berdasarkan kronologi kasus mendaurulang alat rapid test bekas 

oleh para oknum petugas medis kimia farma diagnostik, maka tindakan 

 
14 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 

2014, 140-141. 
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tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum karena tindakan tersebut 

terbukti melanggar beberapa ketentuan hukum dalam Undang-Undang 

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menyatakan bahwa ketersediaan farmasi maupun alat 

kesehatan harus aman, bermutu, bermanfaat serta terjangkau.. 

Sedangkan mendaurulang alat Rapid Test Antigen bekas yang kemudian 

dipergunakan kembali kepada masyarakat yang hendak melakukan rapid 

test merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan sangat 

membahayakan nyawa maupun kesehatan masyarakat, terlebih lagi alat 

rapid test bekas tersebut sudah dipergunakan kepada 9.000 orang. 

Kemudian dalam Pasal 98 Ayat 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan terdapat ketentuan mengenai pengolahan, 

pengadaan, penyimpanan, pengedaran  dan promosi, serta ketersediaan 

farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan 

farmasi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sehingga 

dampak dari tindakan melakukan daur ulang alat Rapid Test Antigen juga 

tidak memenuhi standart mutu kualitas karna berpotensi penularan 

Corona Virus Disease (Covid-19). 

Selain unsur melawan hukum, untuk menjatuhkan pidana harus 

memenuhi unsur kesengajaan. Menurut Moeljatno, kesengajaan 

merupakan sebuah pengetahuan, yaitu timbulnya hubungan pikiran 

terdakwa dengan perbuatan yang telah dilakukannya, maka 

sesungguhnya kesengajaan terdapat dua corak, yaitu kesengajaan untuk 

sebuah kepastian dan kesengajaan untuk sebuah kemungkinan.15 Unsur 

 
15 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, 295. 
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kesengajaan merupakan salah satu factor penentu berat atau ringannya 

suatu penerapan pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. 

Pada dasarnya dalam penerapan unsur kesengajaan memiliki 

tujuan untuk mewujudkan suatu tujuan hukum yang baik kepada korban 

maupun kepada pelaku kejahatan. Dalam mewujudkan tujuan hukum 

yang ideal perlu menggunakan teori ajaran suau prioritas yang bermakna 

karena adakalanya dalam beberapa kasus, lebih memprioritaskan 

keadilan dibanding suatu kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun 

adakalanya tidak selalu sedemikian, jika kasus-kasus yang lainnya 

mungkin lebih memprioritaskan kemanfaatan serta kepastian.16  

Sehingga agar terpenuhinya unsur perbuatan pidana maka harus 

ada niat dan perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, apabila 

ada niat dan perbuatan jahat maka terpenuhi adanya kesengajaan. Bila 

hanya ada perbuatan jahat namun tidak ada niat jahat berarti kelalaian. 

Tapi kalau niat ada tapi perbuatan tidak menghasilkan, namun ada 

langkah persiapan untuk itu, maka bisa disebut percobaan.17 

Maka, berdasarkan kasus tersebut para oknum tenaga medis 

kesehatan kimia farma diagnostik telah terbukti dengan jelas  memiliki 

niat jahat serta telah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur 

kesengajaan karena tindakan tersebut sudah direncanakan secara 

sistematis. 

Namun, tindakan perdaurulang alat rapid test antigen bekas juga 

dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim) 

karna dalam tindakan tersebut sebelum adanya pengungkapan kasus 

 
16 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua, Jakarta, Prenadamedia 

Group, 2015, 100. 
17 J.E. Sahetapy, Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pustaka Sinar 

Harapan, 1987, 180. 
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tidak mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Menurut Mardjono 

Reksodiputro, pengertian kejahatan tanpa korban (crime without victim) 

harus diartikan adanya masyarakat atau moral masyarakat sebagai 

korban, salah satunya yaitu dalam penggunaan produk farmasi 

kesehatan.18 Untuk kejahatan tanpa korban (crime without victim), pada 

dasarnya tidak ada kepentingan hukum orang lain yang dilindungi, 

kecuali untuk diri pelaku yang oleh hukum dianggap suatu kejahatan.19 

Sehingga para pelaku tersebut telah terbukti melanggar 

ketentuan hukum terkait pengadaan, pengolahan dan pengedaran serta 

penyalahgunaan standart mutu dan keamanan ketersediaan farmasi dan 

alat kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat umum. Oleh 

karena itu para oknum tenaga medis kesehatan kimia farma diagnostik 

tersebut sudah jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 98 Ayat 1 dan 

Ayat 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Atas tindakan pelanggaran yang dilakukan para oknum tenaga 

medis kesehatan kimia farma diagnostik tersebut yang telah 

mendaurulang alat rapid test antigen bekas, kemudian digunakan 

kembali kepada masyarakat umum patut untuk di pidana. Adapun 

ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku ialah Pasal 196 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman 

pidana penjara maksimal 10 tahun atau pidana denda maksimal  

Rp 1.000.000.000. (1 Miliar Rupiah).  

 
18 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, PT Raja 

Grafindo Persada, 2010, 26. 
19 Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan 

Problematikanya”, Jurnal MENARA Ilmu, Vol. XII, (2018), 2. 
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Selanjutnya terdapat pula ketentuan hukum yang dilanggar oleh 

para oknum petugas medis kesehatan kimia farma diagnostic yaitu 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Bahwa tindakan beberapa oknum petugas kimia farma diagnostik yang 

melakukan mendaurulang alat Rapid Test Antigen bekas selanjutnya 

telah dipergunakan kembali kepada masyarakat selaku konsumen juga 

telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu terkait 

hak-hak konsumen sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 4 huruf a, c, 

dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

a. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak 

konsumen ialah hak atas kenyaman, keamanan dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

Dalam pasal ini para oknum petugas medis kesehatan 

kimia farma diagnostic telah melanggar hukum karena tindakan 

yang dilakukan para oknum tersebut membuat keselamatan dan 

keamanan nyawa banyak orang menjadi terancam.  

Peredaran alat rapid test antigen bekas yang tidak 

dikelola dengan benar atau digunakan secara tidak tepat, 

menjadikan  produk kesehatan tersebut tidak memenuhi 

standart mutu bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. 

Karena pada dasarnya alat rapid test tersebut hanya dapat 

digunakan untuk sekali pakai saja.  

 

b. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa, hak atas menerima informasi yang benar, 

jelas dan jujur mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa. 
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Dari isi pasal tersebut maka pelaku usaha diwajibkan 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait 

produk yang dijual sehingga tidak menyesatkan konsumen. 

Namun para oknum petugas medis tersebut tetap 

menyalahgunakan dan mengedarkan produk kesehatan yang 

sudah tidak layak pakai yang dapat mengakibatkan 

membahayakan nyawa masyarakat yang hendak melakukan 

rapid test. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan oleh para 

oknum medis petugas kesehatan kimia farma diagnostika 

dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 

 

c. Pasal 4 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa, hak untuk diperlakukan atau dilayani 

secara baik, benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 

Menurut pasal tersebut konsumen memiliki hak yang 

harus dilayani secara baik, benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. Namun para oknum petugas medis kesehatan 

kimia farma memberikan pelayanan yang bertolak belakang 

dengan ketentuan pasal tersebut. Dimana para oknum tersebut 

tidak melayani konsumen dengan jujur, memberikan alat rapid 

test antigen bekas untuk dipergunakan kembali seolah-olah 

produk kesehatan tersebut baru. 

Selain melanggar ketentuan hukum hak konsumen, oknum petugas 

media kimia farma diagnostik juga telah gagal memenuhi kewajibannya 

sebagai pelaku usaha sesuai Pasal 7 huruf  a dan d Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 
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a. Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha ialah beritikad baik 

dalam melakukan kegiatan usahnya. 

Di dalam pasal ini seharusnya para oknum medis 

petugas kesehatan sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi produk. Namun tindakan para oknum tersebut dalam 

memperjualbelikan alat rapid test antigen bekas kepada 

masyarakat, maka para oknum tersebut tidak melakukan itikad 

baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku usaha. 

 

b. Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

menyatakan bahwa menjamin mutu barang dan/atau jasa yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan 

standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

Dari isi pasal tersebut sudah tertera dengan jelas 

kewajiban sebagai pelaku usaha seharusnya menjamin barang 

dan/atau jasa yang diperjualbelikan harus memenuhi standart 

mutu yang aman. Namun, tindakan para oknum petugas medis 

kesehatan dengan mencuci ulang alat rapid test bekas yang 

dipergunakan kembali memperjualbelikan kepada masyarakat 

merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebut.  

Selanjutnya, para oknum petugas medis kimia farma diagnostik 

juga telah melanggar peraturan yang dilanggar atau hal yang tidak boleh 

dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha berdasarkan 
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Pasal 8 Ayat 1 huruf a, d, e, dan Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Pasal 8 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi 

atau tidak sesuai dengan standart mutu yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dari isi pasal tersebut secara tegas pelaku usaha harus 

memenuhhi standart mutu dalam memproduksi atau memperdagangkan 

sebuah produk terlebh lagi dalam memperjualbelikan produk dan/atau 

alat kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan para pelaku pendaurulang 

alat rapid test antigen bekas selaku petugas medis kesehatan seharusnya 

melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat umum untuk 

meminimalisir resiko masyarakat agar tidak tertular Corona Virus 

Disease (Covid-19). 

Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai 

dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimmana 

dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

Menurut pasal tersebut sudah tertera jelas bahwa pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan usahanya harus dapat memberikan 

informasi produknya yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang. Sedangkan para oknum petugas medis kesehatan kimia 

farma diagnostic telah memberikan alat rapid test bekas kepada 
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masyarakat umum yang hendak melakukan tes rapid seolah-olah 

memberikan produk yang baru. Dari tindakan tersebut maka sudah 

sangat jelas kalau para pelaku pendaurulang alat rapid test antigen bekas 

telah melanggar pasal tersebut. 

Pasal 8 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai 

dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau 

penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

Dari pasal tersebut dapat dipastikan bahwa para oknum tenaga 

medis kimia farma diagnostic mendaurulang alat rapid test antigen bekas 

yang dicuci ulang, dan digunakan kembali, kemudian diberikan label 

yang baru agar produk tersroebut terlihat seakan produk yang baru dan 

belum pernah digunakan, maka sudah terlihat jelas jika para oknum 

tersebut memperdagangkan barang yang tidak sesuai mutu dan proses 

pengolahan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi 

secara lengkap dan benar. 

Dari isi pasal tersebut sudah jelas jika pelaku usaha tidak boleh 

memperdagangkan barang terlebih lagi jika barang tersebut 

pengolahannya tidak sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah 

farmasi kesehatan. Sedangkan para oknum petugas medis kesehatan 

kimia farma melakukan daur ulang alat rapid test antigen bekas dengan 
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maksud untuk mencari keuntungan pribadi, maka sudah jelas para pelaku 

pendaurulang alat rapid test tersebut telah melanggar Pasal 8 Ayat 3 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Selanjutnya, para oknum petugas medis kimia farma diagnostik 

juga melanggar Pasal 9 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, 

memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak 

benar dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau 

baru. Sedangkan para pelaku pendaurulang alat rapid test tersebut telah 

memberikan beberapa penawaran barang kepada konsumen dengan tidak 

jujur yaitu seolah-olah memberikan alat Rapid Test Antigen yang baru. 

Selain telah melanggar beberapa ketentuan pidana sesuai uraian 

di atas, tindakan para oknum petugas media kimia farma diagnostik juga 

telah bertentangan dengan berbagai peraturan hukum yang sudah 

diterbitkan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penularan dan 

penyebaran serta penanggulangan dampak Pandemic Corona Virus 

Disease (Covid-19) di Indonesia, yaitu Surat Edaran Satuan Tugas 

Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) No. 7 Tahun 2021 tentang 

Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).  

Tindakan yang telah dilakukan para oknum petugas medis kimia 

farma diagnostik tersebut ialah merupakan bentuk pengkhianatan yang 

nyata terhadap upaya pemerintah dengan petugas medis lainnya yang 
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selama ini sudah melakukan perlawanan dalam mencegah penyebaran 

Corona Virus Disease (Covid-19)20, yaitu: 

1) Para petugas medis telah berjuang bersama-sama 

menyemuhkan serta memulihkan pasien yang terinfeksi 

Corona Virus Disease (Covid-19); 

2) Pemerintah bekerja keras dalam segala aspek khususnya 

dalam melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat 

umum yang terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) 

secara langsung dan meminimalisir  resiko masyarakat yang 

negative Covid-19; 

3) Beberapa instansi seperti, Aparat Kepolisian, Dinas 

Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan 

untuk penegakkan peraturan dalam penerapan protocol 

kesehatan (Prokes) di lingkungn masyarakat umum; 

4) Masyarakat telah berpartisipsi dan berupaya dalam 

menerapkan protocol kesehatan (Prokes) dengan mengikuti 

berbagai keputusan pemerintah dan tenaga medis kesehatan. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa para oknum petugas medis 

kesehatan kimia farma diagnostik sebagai pelaku usaha telah melanggar 

beberapa ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, 

Pasal 10, Pasal 13 Ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 Ayat 1 huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf e Ayat 2 dan Pasal 18 patut dikenakan ancaman pidana 

 
20 Haryanti Puspa Sari, “Penjelasan Kimia Farma Soal Alat Rapid Test Antigen 

Bekas di Bandara Kualanamu”, 

(https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/13200421/penjelasan-

kimia-farma-soal-alat-rapid-test-antigen-bekas-di-bandara?page=all, 

diakses pada tanggal 06 Desember 2021 pukul 22.56 WIB). 

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/13200421/penjelasan-kimia-farma-soal-alat-rapid-test-antigen-bekas-di-bandara?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/13200421/penjelasan-kimia-farma-soal-alat-rapid-test-antigen-bekas-di-bandara?page=all


25 
 

 
 

menggunakan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda 

maksimal Rp 2.000.000.000 (2 Miliar Rupiah). 

Selanjutnya sejak Desember 2020 telah diketahui bahwa para 

oknum petugas medis kesehatan kimia farma diagnostic dalam 

melakukan pelayanan rapid test antigen bekas diperkirakan telah meraup 

keuntungan sebesar Rp 1.800.000.000 (1 Miliar Delapan Ratus Juta 

Rupiah) yang  perolehan hasil atau keuntungannya di dapat oleh para 

pelaku pendaurulang alat rapid test bekas. Maka dapat diberlakukan 

penambahan sanksi, yaitu pencucian uang atau money loundering 

berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena 

perbuatan tindak pidana mendaurulang alat rapid test bekas terdapat 

unsur ‘mengalihkan barang’ disebabkan para oknum petugas media 

kesehatan kimia farma diagnostic tidak membuang alat rapid test antigen 

bekas. Namun faktanya para oknum tersebut mengalihkan alat rapid test 

antigen dengan cara mencuci ulang atau dibersihkan dan dikemas ulang, 

kemudian diperjualbelikan kembali seolah-olah alat rapid test antigen 

tersebut dalam keadaan baru. 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

terhadap sanksi tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

Pasal 3 dapat dikenakan sebagai sanksi tambahan berupa mendapatkan 

keuntungan pribadi. 

Ancaman pidana yang sebagaimana telah disebutkan di atas 

dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi lebih berat jika melihat situasi dan 

kondisi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang sedang terjadi 

hampir di segala negara hampir di penjuru dunia.  Kecenderungan 
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tersebut juga dapat diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

tuntutannya dengan cara menerapkan pasal yang berlapis atau biasa 

dikenal dengan istilah Concursus atau perbarengan tindak pidana. 

Dalam hal ini para oknum tenaga medis kesehatan kimia farma 

diagnostik yang melakukan daur ulang alat rapid test bekas telah 

melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar Undang-Undang No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan karna membahayakan ribuan nyawa 

masyarakat umum, terlebih lagi ditengah kondisi pandemi Corona Virus 

Disease (Covid-19). 

Selain itu, Hakim juga dapat memutus perkara terhadap para 

terdakwa dengan memberikan ancaman pidana yang semaksimal 

mungkin dengan mempertimbangkan dampak buruk tindakan para 

oknum petugas medis kesehatan kimia farma diagnostik yang seharusnya 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak 

membahayakan nyawa masyarakat demi kepentingan atau keuntungan 

pribadi.  

 

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pendaurulang dan Penjual Alat 

       Rapid Test Hasil Daur Ulang. 

Kondisi Indonesia ketika mengalami wabah atau pandemic 

khususnya saat pandemic Corona Virus Disease (Covid-19)  saat ini 

masih carut matur antara kebijakan yang ditetapkan Negara dengan 

implementasinya di masyarakat. Banyak kebijakan yang belum 

disosialisasikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat 

termasuk hingga sampai pelosok dengan berbagai metode. Meskipun 

telah terdapat asas fiksi hukum, namun pemerintah memiliki kewajiban 
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melakukan promosi hukum ataupun edukasi kepada masyarakat. Hal 

tersebut akan memahamkan masyarakat terkait kebijakan dan tentu 

berdampak pada kesadaran hukum.21 

Dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan politik hukum dengan 

menerbitkan 3 (tiga) instrumen hukum sebagai langkah pencegahan 

terhadap penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19):22 

1) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-

19); 

2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019, dan; 

3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan. 

 Namun politik hukum tersebut memunculkan kritik di mana-

mana, aturan-aturan tersebut dinilai terlambat dikeluarkan, akibat dari 

keterlambatan tersebut baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah mengalami kegagalan dalam mengambil langkah-langkah 

penanggulangan wabah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). 

 
21 Wiwik Afifah, Amanda Raissa, Astria Yuli, ‘Publikasi IIdentitas Pasien 

Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana’, Jurnal Adalah: Buletin 

Hukum & Keadilan, Vol. 5 No. 1 (2021), 3. 
22 Adityo Susilo, ‘Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini’, Jurnal 

Penyakit Dalam Indonesia 7, No. 1 (2020), 45. 
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Dengan kondisi tersebut mengakibatkan hak asasi atas kesehatan 

termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tidak terpenuhi.  

Dalam pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk 

melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, 

termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar 

hubungan individual antara petugas medis kesehatan dengan pasien yang 

membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Petugas 

medis kesehatan dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk 

melakukan tindakan medis. Sedangkan pasien merupakan seseorang 

yang sakit dan awam akan penyakit yang dideritanya dan 

mempercayakan dirinya untuk diobati atau disembuhkan oleh para 

petugas medis kesehatan. Oleh karena itu para petugas kesehatan 

berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi 

pasiennya.23 

Namun jika memperhatikan kasus mendaurulang alat Rapid Test 

Antigen bekas yang dilakukan oleh para petugas medis kesehatan media 

farma diagnostic di Bandara Kualanamu Medan, para petugas tersebut 

telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban mereka 

dalam memberikan pelayanan medis kesehatan. Para pelaku 

pendaurulang alat Rapid Test Antigen diketahui telah sengaja mendaur 

ulang alat Rapid Test Antigen bekas dengan maksud meraup keuntungan 

dalam hasil memperjualbelikan alat Rapid Test Antigen bekas tersebut.24 

 
23 Wiwik Afifah, Amanda Raissa, Astria Yuli, ‘Publikasi IIdentitas Pasien 

Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana’, Jurnal Adalah: Buletin 

Hukum & Keadilan, Vol. 5 No. 1 (2021), 4. 
24 Siregar, G., Sinaga, L., & Purba, ‘Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas 

(Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)’, Jurnal Rectum : 

Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 3 No. 2 (2021), 

130-136. 

tel:130136
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Kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai tenaga kesehatan 

akan membentuk pertanggungjawaban pidana (bergantung sifat akan 

kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai satu 

kesatuan yang tak terpisahkan, ialah pertama perlakuan yang tidak sesuai 

norma, kedua dilakukan dengan kelalaian, dan ketiga mengandung 

akibat kerugian dalam hukum. Kerugian dalam hukum adalah kerugian 

yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan cara 

membebankan tanggung jawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat 

dengan cara hukum.25 

Penyalahgunaan terhadap kesehatan yang timbul dalam 

masyarakat, sediaan farmasi khususnya berbagai jenis sediaan farmasi 

banyak disalahgunakan seperti obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang 

dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. 

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

kesediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan 

kosmetik.26 

Seperti disebutkan di atas sediaan farmasi terdapat obat dan obat 

tradisional dapat di artikan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

menyatakan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk 

produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki 

sistem fiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemuliahan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi untuk manusia. 

 
25 Soge, Albertus Drepane, ‘Tinjauan Penanganan Kasus Malpraktik Medis di 

Pengadilan Pidana Dalam Perspektif Hukum Kesehatan’, Jurnal 

Hukum, Vol. 35 No. 1, 2019, 82-83. 
26 Rifda Kamila, Skripsi: “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana 

Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin Edar”, Indralaya, 2020, 2. 
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Seperti diketahui banyak masyarakat yang tidak mengetahui 

manfaat, kegunaan, efek samping dari obat-obatan dan alat-alat 

kesehatan yang pada saat ini banyak di salah gunakan oleh oknum yang 

tidak bertanggungjawab, demi meraup keuntungan. Oleh karena itu, 

masyarakat Indonesia perlu adanya suatu pertanggungjawaban dan 

penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

Adapun norma-norma yang telah mengatur tentang 

pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 pada bagian ke lima belas yaitu 

pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan 

tertuang dalam beberapa pasal yaitu : 

 

1. Pasal 98 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 merumuskan sebagai 

berikut: 

1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, 

berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. 

2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan 

dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, 

mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang 

berkhasiat obat. 

3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, 

promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus 

memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah.  

4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, 

mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, 

promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3).  
 

Sedangkan tindakan oknum dalam mendaurulang stik rapid test 

antigen bekas dengan sengaja merupakan tindak pidana memproduksi 

atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak 
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memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau 

kemanfaatan, dan mutu. 

 

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 196 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan:  

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak 

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau 

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) 

dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).” 

 

2. Pasal 106 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 merumuskan sebagai 

berikut: 

1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan 

setelah mendapat izin edar. 

2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan 

harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan 

serta tidak menyesatkan.  

3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan 

memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan 

alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang 

kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau 

keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan 

dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 
 

Maka menurut Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, 

perbuatan para petugas medis kimia farma yang memperjualbelikan alat 

rapid test bekas kepada masyarakat yang hendak melakukan tes rapid 

maka perbuatan oknum tersebut telah sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak 

memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 dapat diancam pidana dengan pidana penjara 
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paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 
 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996, 

pendaurulangan alat rapid test antigen bekas melanggar kewajiban 

tenaga medis dimana pasien seharusnya memiliki hak untuk dihormati 

dan mendapatkan informasi yang jelas dan benar berkaitan dengan 

kondisi dan tindakan yang akan diberikan oleh tenaga medis tersebut 

sebagai pihak yang melakukan tindakan rapid test antigen. Berdasarkan 

prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP), tindakan swab antigen 

dilakukan dengan cara memasukkan stik rapid test kedalam hidung atau 

tenggorokan agar sampel antigen berupa keluaran protein dari Corona 

Virus Disease (Covid-19) dapat terdeteksi. 

Apabila ditemukan infeksi yang berlangsung dalam tubuh 

seseorang maka antigen akan terdeteksi. Setelah itu stik rapid test harus 

diputuskan tangkainya pada mulut tabung steril atau cryotube dan ditutup 

rapat. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan justru menunjukkan 

sebaliknya dimana oknum pelaku yang justru melakukan pencucian dan 

pengemasan ulang saat pemeriksaan.27 

Pasien tidak mendapatkan informasi yang benar dan valid 

mengenai hasil swab antigen dan alat swab yang digunakan sehingga 

banyak temuan pemalsuan hasil positif dari stik rapid test antigen yang 

sudah terkontaminasi. 

 
27 Redaksi, ‘Pelanggaran Etika Tenaga Medis Dalam Penggunaan Alat Rapid’, 

(https://www.riaupembaruan.com/kesehatan/pelanggaran-etika-

tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-rapid/ diakses tanggal 11 

Desember 2021 pukul 21.47 WIB). 

https://www.riaupembaruan.com/kesehatan/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-rapid/
https://www.riaupembaruan.com/kesehatan/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-rapid/
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Dalam penggunaan Rapid Test Antigen seharusnya 

memperhatikan kriteria pemilihan, kriteria penggunaan, alur 

pemeriksaan, fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa, pengelolaan 

spesimen, keselamatan hayati (biosafety), pencatatan dan pelaporan, 

penjaminan mutu pemeriksaan, dan pengelolaan limbah pemeriksaan. 

Sehingga dalam melakukan rapid test terhadap masyarakat, stik rapid test 

tersebut harus dalam keadaan sudah steril dan tidak ada dampak baik 

sebelum atau setelah melakukan rapid test. 

Pelanggaran terhadap SOP dari rapid antigen bekas yang 

dilakukan oleh karyawan PT. Kimia Farma Diagnostika di Bandara 

Kualanamu ini merupakan bagaian dari etika dan nilai yang harus 

dibenahi. Etika yang melekat pada diri setiap individu di perusahaan 

tercermin dari budaya perusahaan PT Kimia Farma, yaitu “5 AS”. 

Budaya 5 AS ini mencakup kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja 

antusias, dan kerja tuntas. 

Kelima oknum pelaku ini tidak menerapkan secara maksimal 

poin-poin dari apa yang ditanam oleh perusahaan obat-obatan ini sejak 

lama.28 Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan dengan baik budaya 

kerja ikhlas, dimana seharusnya karyawan bekerja secara tulus tanpa 

mengharapkan pamrih dan mengenyampingkan kepentingan individu. 

Terbukti dengan penyelewengan yang terjadi, mereka secara 

bersekongkol memiliki iktikad dan niat yang keji terhadap masyarakat 

 
28 Annisa Dwita Qurnia, ‘Pelanggaran Etika Tenaga Medis Dalam Penggunaan 

Alat Antigen Bekas di Bandara Kualanamu’, 

(https://news.media24jam.my.id/content-https-

nadariau.com/2021/12/08/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-

penggunaan-alat-antigen-bekas-di-bandara-kualanamu/  diakses 

tanggal 11 Desember 2021 pukul 22.03 WIB). 

https://news.media24jam.my.id/content-https-nadariau.com/2021/12/08/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-antigen-bekas-di-bandara-kualanamu/
https://news.media24jam.my.id/content-https-nadariau.com/2021/12/08/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-antigen-bekas-di-bandara-kualanamu/
https://news.media24jam.my.id/content-https-nadariau.com/2021/12/08/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-antigen-bekas-di-bandara-kualanamu/
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dengan memberikan stik rapid test bekas yang dimasukkan kedalam 

hidung pengguna. 

Selain itu, budaya perusahaan yang mendukung 

penyelenggaraan good corporate governance ini juga tertuang dalam “I 

CARE” yang disingkat dengan (Innovative, Customer First, 

Accountable, Responsible, dan Eco-Friendly).29 Dari nilai tersebut, poin 

penting yang sangat dilanggar oleh oknum adalah nilai Accountable dan 

Responsible. Dalam penerapan nilai akuntabel, setiap karyawan 

seharusnya menjunjung tinggi integritas dan berpegang teguh pada 

amanah yang sudah diberikan.30 

Namun yang terjadi justru sebaliknya, oknum tidak jujur dalam 

memberikan pelayanan tes rapid antigen kepada masyarakat di bandara 

Kualanamu. Sehingga poin kedua yang dilanggar selanjutnya adalah 

mengenai tanggung jawab (responsible) dimana seharusnya setiap 

karyawan bertanggung jawab dalam menyerahkan setiap hasil kerja yang 

ada. Akan tetapi pada kenyataannya, mereka mengabaikan keselamatan 

masyarakat dan tidak memikirkan efek jangka panjang dari perbuatan 

yang dilakukan. 

Terdapat pedoman standar perilaku (code of conduct) yang 

dikeluarkan oleh PT Kimia Farma Tbk yang merupakan induk dari PT 

Kimia Farma Diagnostika memuat bagian kebijakan perseroan dalam 

menjaga integritas dalam aktivitas bisnis yang dijalankan, salah satunya 

 
29 Redaksi, Op. Cit, 4. 
30 Kompas.com, ‘Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas 

di Bandara Kualanamu’, 

(https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-

lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all 

diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 19.55 WIB) 

https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all
https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all
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pada poin ketiga, yakni “perseroan menghindari tindakan ilegal, 

penggunaan praktek yang tidak fair dan perilaku curang/fraud dalam 

operasi Perseroan untuk meraih laba”.31 Poin kebijakan tersebut telah 

dilanggar oleh para oknum internal PT Kimia Farma Diagnostika. 

Adapun otak dibalik kasus ini, PMJ, selaku Business Manager Unit 

Bisnis Sumatera I pada PT Kimia Farma Diagnostika telah melakukan 

penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya dengan memanfaatkan 

bawahannya sebagai agen-agen pembantu dirinya dalam rangka proses 

pelancaran aksi tidak terpujinya. 

Pelanggaran rapid test antigen bekas ini juga termasuk ke dalam 

Pelanggaran Disiplin Berat Tingkat II Peraturan Kimia Farma Tahun 

2018 yang tercantum dalam huruf (l), yakni “melakukan perbuatan yang 

merugikan Perseroan”. Kerugian krusial yang akan didapatkan oleh 

Perseroan adalah penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap 

profesionalisme kinerja Perseroan tersebut yang nantinya akan 

berdampak terhadap BUMN itu sendiri.32 

Dalam pendekatan manajemen etika, tepatnya pendekatan 

kepatuhan (compliance approach) berfokus pada persoalan kode etika 

perilaku yang ketat yang telah termuat di dalam pedoman standar 

perilaku ternyata pada ranah praktisnya masih ditemukan kasus terkait 

hal ini sehingga mekanisme kontrol yang luas, baik dari pihak Kimia 

Farma Diagnostika itu sendiri maupun penguatan sistem pengawasan 

 
31 Unit Kepatuhan & Manajemen Risiko, “Pedoman Standar Perilaku (Code of 

Conduct)”, Jakarta, 2018, 19. 
32 Redaksi, ‘Pelanggaran Etika Tenaga Medis Dalam Penggunaan Alat Rapid’, 

(https://www.riaupembaruan.com/kesehatan/pelanggaran-etika-

tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-rapid/ diakses tanggal 16 

Desember 2021 pukul 22.03 WIB). 

https://www.riaupembaruan.com/kesehatan/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-rapid/
https://www.riaupembaruan.com/kesehatan/pelanggaran-etika-tenaga-medis-dalam-penggunaan-alat-rapid/
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dengan melibatkan pihak lainnya akan sangat diperlukan sebagai upaya 

untuk menghentikan tindakan tidak etis yang diperbuat.33 

Selain itu, keputusan pemecatan seluruh direksi Kimia Farma 

Diagnostika (KFD) atas perintah Menteri BUMN, Erick Thohir, 

merupakan bagian dari perwujudan sikap konsisten terhadap core value 

yang telah diusung BUMN. Kesimpulan Penggunaan alat Rapid Antigen 

Bekas di Bandara Kualanamu Medan pada Tahun 2021 termasuk 

Pelanggaran Etika Tenaga Medis karena menyalahi kode etik medis dan 

code of conduct yang ditetapkan oleh PT Kimia Farma. 

Code of conduct tersebut mencakup nilai organisasi, yakni “I 

CARE” dengan nilai yang dilanggar adalah akuntabilitas (accountable) 

dan tanggung jawab (responsible). Hal ini juga didukung oleh alasan 

pelaku dalam melakukan daur ulang rapid antigen bekas, yaitu untuk 

mencari keuntungan di tengah situasi pandemi Covid-19. Terlebih lagi, 

memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat perihal stik swab merupakan 

tindakan tidak etis bagi seseorang yang bernaung di dalam lingkungan 

kesehatan karena seharusnya pihak tersebut menyadari bahwa perbuatan 

yang dilakukan ini dapat menyebabkan banyak masyarakat kembali 

tertular virus Covid-19 yang dapat berimbas pada peningkatan kasus 

Covid-19 di Indonesia.  

Dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh para 

oknum petugas medis kesehatan kimia farma diagnostic dalam 

penggunaan alat Rapid Test Antigen bekas yang digunakan kembali 

kepada masyarakat tidak bisa dianggap tindak pidana criminal biasa 

 
33 Sri Siswati, ‘Etika dan Hukum Kesehatan’, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 

2015, 3. 
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terutama di tengah upaya pemerintah dalam memutus mata rantai virus 

Covid-19. 

Secara etimologis, kata tindak pidana daur ulang alat kesehatan 

rapid test antigen bukanlah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Mendapatkan pengertiannya, kita harus melihat definisi 

peristiwa pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Ada perbuatan 

yang dilanggar untuk mendaurulang alat kesehatan yang dilakukan oleh 

pelaku, perbuatan pidana adalah percobaan pembunuhan berencana.34 

 Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai 

pembunuhan berencana, disamakan dengan percobaan pembunuhan 

rencana bagi konsumennya. Sebagai pertanggungjawaban laboratorium 

atau perusahaaan yang diawasi pimpinan PT Kimia Farma Diagnostika. 

Korban yang selama ini dinilai hasil laboratorium adalah korban yang 

positif terkena Corona Virus Disease (Covid-19), seharusnya menuntut 

ganti rugi kepada perusahaan ini.  

Dalam proses mendaur ulang alat Rapid Test Antigen bekas, stik 

rapid test akan digunakan kembali untuk mengambil sample dalam 

hidung atau tenggorokan. Sedangkan saat melakukan tes covid-19, stik 

swab rapid test tersebut  seharusnya tidak untuk digunakan lagi atau daur 

ulang untuk kebutuhan apapun karena alat rapid tes antigen yang bekas 

harus dibuang karena merupakan limbah B3 atau bahan berbahaya dan 

beracun. Limbah jenis stik rapid antigen ini harus ditangani sesuai 

dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 

 
34 Yoseph Pencawan, ‘Pelaku Antigen Bekas  di Kualanamu  Dikenakan Pasal 

Berlapis’, (https://mediaindonesia.com/nusantara/402139/pelaku-

antigen-bekas-di-kualanamu-dikenakan-pasal-berlapis diakses pada 

tanggal 15 Desember 2021 pukul 22.13 WIB). 

https://mediaindonesia.com/nusantara/402139/pelaku-antigen-bekas-di-kualanamu-dikenakan-pasal-berlapis
https://mediaindonesia.com/nusantara/402139/pelaku-antigen-bekas-di-kualanamu-dikenakan-pasal-berlapis
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Tahun 2015.35 Air limbah kasus Corona Virus Disease (Covid-19) yang 

masuk kategori limbah rumah sakit Corona Virus Disease (Covid-19) 

mengharuskan air bekas pencucian disaring dalam Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke lingkungan. 

Air limbah tersebut berasal dari kegiatan yang menangani pasien 

Corona Virus Disease (Covid-19) dimana terkandung virus corona, 

darah dan cairan tubuh dalam kegiatan isolasi pasien melalui mulut, 

hidung atau cucian linen yang berbahaya bagi kesehatan. Dimana ini 

bersumber dari ruang perawatan, ruang pemeriksaan, ruang 

laboratorium, ruang pencucian alat dan linen. 

Resiko perbuatan dan motif melakukan daur ulang alat test 

antigen yang berpotensi penularan dimana orang yang dikatakan 

negative Corona Virus Disease (Covid-19) bisa ketularan dari alat bekas 

alat orang yang positif. Perbuatan ini sengaja, direncakan dan dirusak 

pelaku dan bisa menyebabkan kematian orang yang diperiksa. Sehingga 

terdapat hukuman bagi yang tidak menaati upaya penanggulangan 

penyebaran virus covid-19 Baik upaya karantina maupun pembatasan 

sosial berskala besar. 

Seperti yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang 

No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa:  

“Barang siapa dengan sengaja meghalangi pelaksaanan 

penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat 

di ancam pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda 

setinggi-tingginya Rp 1.000.000.” 
 

 
35 Tratama Helmi Supanji, ‘Kasus Rapid Antigen Bekas, Menko PMK Minta 

Manajemen Pengawasan Limbah Medis Diperketat’, 

(https://www.kemenkopmk.go.id/kasus-rapid-antigen-bekas-menko-

pmk-minta-manajemen-pengawasan-limbah-medis-diperketat diakses 

pada tanggal a6 Desember 2021 pukul 23.55 WIB). 

https://www.kemenkopmk.go.id/kasus-rapid-antigen-bekas-menko-pmk-minta-manajemen-pengawasan-limbah-medis-diperketat%20diakses%20pada%20tanggal%20a6
https://www.kemenkopmk.go.id/kasus-rapid-antigen-bekas-menko-pmk-minta-manajemen-pengawasan-limbah-medis-diperketat%20diakses%20pada%20tanggal%20a6
https://www.kemenkopmk.go.id/kasus-rapid-antigen-bekas-menko-pmk-minta-manajemen-pengawasan-limbah-medis-diperketat%20diakses%20pada%20tanggal%20a6
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Sedangkan harga alat tes Corona Virus Disease (Covid-19)  

secara umum tidak boleh diperjualbelikan. Rapid Diagnostic Tes 

Antigen disebut juga RDT-Ag adalah tes yang melihatkan akses Nucleic 

Acid Amplification Test (NAAT) berdasarkan ketentuan laboratorium. 

Ada 3 kriteria A, B, dan C. dimana pengiriman, waktu tunggu, dan 

kriteria akses terhadap NAAT.36 

Alat kesehatan yang mendapat izin edar dalam website 

infoalkes.kemenkes.go.id. Masyarakat tidak sembarangan membeli alat 

kesehatan seperti alat tes rapid antigen, tidak boleh dibeli dan dipakai 

secara mandiri.37 Tempat tes pengambilan sampel untuk tes Corona 

Virus Disease (Covid-19)  menggunakan biosepti lab. Dimana biosepti 

lab disetiap rumah sakit tidak boleh ada yang sembarangan orang masuk. 

Sampel diambil dari hidung atau nasofaring. Jika ada masyarakat yang 

membeli sendiri dan mengerjakannya sendiri, maka dirasa tidak pantas 

dan bias alat tersebut kurang masuk sampai nasofaring. Meskipun cara 

kerja nyata dan tampak sederhana tetapi alat tes rapid antigen termasuk 

limbahin feksius sehingga tidak bisa sembarangan membuangnya.38 

 
36 Dit. Pengawasan Alkes dan PKRT, ‘Pengawasan Mutu Produk Rapid 

Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)  di Tempat Jasa Layanan 

Pemeriksaan RDT-Ag)’, 

(https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/10/pengawasan-mutu-produk-

rapid-diagnostic-test-antigen-rdt-ag-di-tempat-jasa-layanan-

pemeriksaan-rdt-ag/ diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 

20.59 WIB). 
37 Gomgom T.P Siregar, ‘Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi 

Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)’, Jurnal Rectum, Vol. 3, 

No. 2, 2021, 134. 
38 Ista, ’Laboratorium Caovid-19 Minimal Berstandar Biosafety Level 2’, 

(https://covid19.go.id/p/berita/laboratorium-covid-19-minimal-

berstandar-biosafety-level-2 diakses pada tanggal 18 Desember 2021 

pukul 13.21 WIB). 

https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/10/pengawasan-mutu-produk-rapid-diagnostic-test-antigen-rdt-ag-di-tempat-jasa-layanan-pemeriksaan-rdt-ag/
https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/10/pengawasan-mutu-produk-rapid-diagnostic-test-antigen-rdt-ag-di-tempat-jasa-layanan-pemeriksaan-rdt-ag/
https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/10/pengawasan-mutu-produk-rapid-diagnostic-test-antigen-rdt-ag-di-tempat-jasa-layanan-pemeriksaan-rdt-ag/
https://covid19.go.id/p/berita/laboratorium-covid-19-minimal-berstandar-biosafety-level-2
https://covid19.go.id/p/berita/laboratorium-covid-19-minimal-berstandar-biosafety-level-2
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 Dalam kasus alat Rapid Test Antigen bekas tentu hubungan 

timbal balik ini tidak semata-mata terjadi antara konsumen dengan 

penyedia produk farmasi atau pelaku usaha tetapi juga melibatkan pihak 

perusahaan farmasi PT. Kimia Farma Tbk. yang menjadi kepanjangan 

tangan pelaku usaha sediaan farmasi tersebut. Lebih lanjut terkait dengan 

jasa pelayanan dalam rapid test juga akan melibatkan para tenaga 

kesehatan yakni tenaga medis kesehatan dan perawat yang memberikan 

jasa pelayanan tes rapid menggunakan produk-produk sediaan farmasi 

tersebut. Ada profesionalitas dan tanggung jawab pihak perusahaan 

farmasi PT. Kimia Farma Tbk. dan para tenaga kesehatan yang 

dipertaruhkan dalam kasus ini. 

 Bagi para pelaku usaha di bidang sediaan farmasi, ketentuan 

pasal larangan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen berlaku secara lebih tegas dan dikenai sanksi 

apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Larangan yang 

sangat erat kaitannya dengan kasus alat Rapid Test Antigen bekas adalah 

larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

Pada Pasal 8 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih dipertegas bahwa pelaku 

usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, 

dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas 

barang dimaksud, serta Pelaku usaha dilarang memperdagangkan 

sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, 

dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 

Selain itu, dalam Ayat 4 menyatakan bahwa, pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran terhadap larangan memperdagangkan barang 

dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. 
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Sehingga dalam pertanggungjawaban pidana masing-masing 

pelaku dapat dikenakan ancaman pidana terhadap pelanggaran dimaksud 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai 

ketentuan Pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. 

Selain itu pada Ayat 3 Pasal 62 ditegaskan bahwa jika pelanggaran yang 

dilakukan tersebut mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau 

kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.  

Secara lebih khusus kasus daur ulang dan pengedaran alat Rapid 

Test Antigen bekas ini juga bisa dikenai pasal-pasal pidana dalam 

Undang-Undang tentang Kesehatan. Pelaku atau tersangka bahkan dapat 

dikenakan beberapa pasal pidana secara sekaligus yakni:  

 

Pasal 196 yang menyebutkan bahwa,  
 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi 
standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan 

mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

 

Selain itu juga pelaku atau tersangka melanggar ketentuan Pasal 197 

yakni: 
 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” 
 

Dan Pasal 198 yang menyebutkan bahwa, 
 

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk 

melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 
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dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah).” 
 

Selain dari aspek pidana, masalah ini juga terkait dengan aspek 

perdata. Terdapat ketentuan tanggung jawab pelaku usaha terkait ganti 

rugi yang timbul akibat barang dan/atau jasa dimaksud. Pasal 19 

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban 

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  

Ganti rugi dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.39 Hanya saja 

pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi. Tentu saja hal ini sulit dilakukan dalam kasus 

alat Rapid Test Antigen bekas yang terungkap setelah sekian lama 

transaksi dilakukan, walapun pemberian ganti rugi sama sekali tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

Selanjutnya PT Kimia Farma Tbk. sebagai salah satu perusahaan 

BUMN dinilai sangat tidak patut dalam melakukan tindakan daur ulang 

alat Rapid Test Antigen bekas, dikarenakan lahirnya BUMN mempunyai 

tujuan guna memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaan Rapid 

Test Antigen masuk dalam pelayanan kesehatan. Dalam etik moral medis 

menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari prinsip 

 
39 I Gusti Agung, ‘Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Konsumen Atas Kerugian 

Akibat Menggunakan Produk Dari Natasha Skincare’, 

(https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15349 

diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 13.15 WIB). 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15349
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hak asasi manusia. Selain itu pelayanan kesehatan harus bertujuan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk pembentukan 

sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan “tujuan hadirnya BUMN 

adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan/atau 

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup 

orang banyak”.40 Alat Rapid Test Antigen bagian dari barang, sedangkan 

oknum pegawai bagian dari jasa medis, dan bermutu tinggi mengandung 

makna bahwa tidak dibenarkan menggunakan alat Rapid Test Antigen 

bekas. Sedangkan tindakan oknum petugas kesehatan Kimia Farma 

tersebut tidak sesuai dengan tujuan hadirnya BUMN. 

Setiap perusahaan selalu bertanggungjawab atas kesalahan yang 

dilakukan oleh pekerjanya. Pertanggungjawaban pidana pada korporasi 

secara khusus berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pada 

umumnya atau individual yang wajib memiliki unsur kesalahan.41 Dalam 

pertanggungjawaban korporasi dikenal pertanggungjawaban tanpa 

adanya unsur kesalahan. Salah satu teori yang mendukung hal ini adalah 

teori vicarious liability dimana korporasi dan pengurus/pemimpin 

 
40 Muhammad Idris, ‘Mengenal BUMN: Definisi, Jenis, Fungsi, dan Tujuan 

Didirikan’, 

(https://money.kompas.com/read/2021/03/05/204910626/mengenal-

bumn-definisi-jenis-fungsi-dan-tujuan-didirikan?page=all diakses 

pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 21.46 WIB). 
41 Setiyono. ‘Kejahatan Korporasi’. Malang, Averroes Press, 81. 

https://money.kompas.com/read/2021/03/05/204910626/mengenal-bumn-definisi-jenis-fungsi-dan-tujuan-didirikan?page=all
https://money.kompas.com/read/2021/03/05/204910626/mengenal-bumn-definisi-jenis-fungsi-dan-tujuan-didirikan?page=all
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korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun tidak 

melaksanakan suatu perbuatan pidana secara langsung.42 

Mengingat hakikat Korporasi sebagai subjek hukum dalam 

bentuk artificial person, maka Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 

13 Tahun 2016 telah mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih 

Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan 

hilangnya suatu pertanggungjawaban Korporasi. Oleh karena itu, dalam 

Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 juga diatur 

bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau 

Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus, baik secara alternatif maupun 

kumulatif. 

Dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 

Tahun 2016 terdapat penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi 

berupa sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi 

yaitu, pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat 

dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana 

tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan 

jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai lex 

specialis dari KUHP yang merupakan legi generali.43 

Dalam aturan pendukung pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan 

Subjek Hukum Korporasi, dijelaskan bahwa Pengurus Korporasi adalah 

 
42 M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib, “Hukum Pidana Fundamental 

Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan 

Pemidanaan”, Palembang, Unsri Press, 2013, 193. 
43 Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, 

Jakarta, Aksara Baru,  1990, 65. 
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pengurus korporasi sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk 

personil pengendali korporasi, pemberi perintah, pemimpin baik yang 

masuk dalam struktur organisasi maupun yang tidak masuk dalam 

struktur organisasi korporasi tetapi dapat mengendalikan secara efektif.  

Sehingga dalam kasus daur ulang alat rapid test bekas, dimana 

tindakan para oknum pendaurulang alat rapid test bekas tersebut 

merupakan kejahatan korporasi yang mengharuskan pengurus korporasi 

turut mempertanggungjawabkan akibat aktivitas pegawai atau 

karyawannya. Maka PT Kimia Farma Diagnostika sebagai pengurus 

korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai yang 

tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek 

Hukum Korporasi. 

Perbuatan Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana menurut PERJA dimaksud, yaitu:44  

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, 

menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau 

membantu melakukan tindak pidana;  

2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk 

mengambil langkah langkah pencegahan tindak pidana 

tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya 

 
44 Albert Aries, ‘Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Tindak Pidana 

Korporasi’, 

(https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a5ecc109ea26/

pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi 

diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 20.11 WIB). 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a5ecc109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a5ecc109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi
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dan menyadari akan menerima risiko yang cukup besar 

apabila tidak tersebut terjadi;  

3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya 

risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa 

tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau  

4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut 

undang-undang. 

Selanjutnya terhadap perbuatan pidana yang menempatkan 

korporasi PT Kimia Farma Diagnostika sebagai subjek hukum pelaku 

tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana dan untuk itu 

dapat dituntut dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat 

7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana pokok yang dapat 

dijatuhkan berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum ancaman 

pidana dendanya ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dikenakan pidana 

tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu berupa : 

a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi; 

c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 

lama 1 (satu) tahun; 

d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang 

telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.  

Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 

yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum 
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melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian 

negara, dipidana penjara dengan penjara se umur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000. 000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Dengan demikian maka PT Kimia Farma Diagnostika di Bandara 

Kualanamu dalam pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum 

pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda 

yang diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman 

maksimum pidana denda dan pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 

Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 

Selanjutnya berdasarkan pembahasan sebelumnya, perlindungan 

konsumen dari sediaan farmasi tidak memenuhi standart mutu 

sesungguhnya sudah cukup memadai dari sisi kelengkapan penegakan 

hukum. Aturan yang jelas memagari dan mengarahkan kepada 

terlindunginya konsumen dari kejahatan para pelaku usaha yang nakal. 

Ancaman pidana yang dikenakan juga cukup besar dan setimpal. Namun 

demikian dalam kasus alat Rapid Test Antigen bekas ini tampaknya 

aspek penegakan hukum bukan satu-satunya persoalan. Masalah yang 

juga sangat penting adalah peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam 

konteks pengawasan. 

Dalam Bab IV Pasal 14 s.d Pasal 20 Undang-Undang tentang 

Kesehatan diatur tentang Tanggung Jawab Pemerintah dalam berbagai 

aspek kesehatan agar seluruh masyarakat memperoleh derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya. Pemerintah antara lain memiliki tanggung 

jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik 
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fisik maupun sosial, ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang 

adil dan merata bagi ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan 

fasilitas pelayanan kesehatan, pemberdayaaan dengan mendorong peran 

aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan, dan ketersediaan 

segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan 

terjangkau.45 

Hal ini dapat dilakukan jika sengketa yang terjadi adalah kasus 

perdata antara pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Proses hukum 

secara perdata dapat ditempuh dengan cara salah pihak yang merasa 

keberatan peristiwa hukum yang menimpanya dapat menempuh jalur 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) atau melalui 

pengadilan (Litigasi).46 

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diajukan ke Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dibentuk oleh Menteri 

Perdagangan dimasing-masing Kabupaten/Kota sekaligus dengan 

pengangkatan dan pemberhentian anggota dilakukan oleh Menteri. 

Anggota BPSK terdiri dari unsur Konsumen, unsur pelaku usaha dan 

unsur pemerintah. Jumlah anggota BPSK paling sedikit 3 orang dan 

paling banyak 5 orang. Regulasi komposisi tersebut termaktub secara 

jelas Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.47 

 
45 Siswanto Sunarso, ‘Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi 

Hukum’, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011, 111. 
46 Permadi. “Pola Sikap Masyarakat terhadap Masalah Perlindungan 

Konsumen”. Jakarta, Bina Cipta, 1986, 49 
47 Hasani, “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka 

Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi BPSK Kota 

Pontianak)”, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura 

Pontianak, 2016, 1 
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 Dengan demikian maka para korban alat Rapid Test Antigen 

bekas selaku konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pada 

BPSK untuk menyelesaikan sengketa dengan PT Kimia Farma 

Diagnostika, apabila pihak korban masih merasa dirugikan oleh 

perusahaan tersebut. 

Selain itu jika mengungkit tentang kondisi korban yang telah 

mendapatkan alat rapid test antigen bekas, sampai saat ini pun masih 

belum ada kabar terbaru terkait peranan korban dalam menuntut ganti 

rugi terhadap PT Kimia Farma Diagnostika. Sehingga kondisi korban 

dalam pemenuhan hak-hak sebagai korban yang dirugikan masih belum 

jelas diketahui. 

 


